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  Abstrak 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai lembaga intermediasi 
keuangan banyak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Berkembangnya KSPPS 
dapat dinilai sebagai koreksi terhadap koperasi yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
kajian terhadap koperasi yang ada apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Keabsahan 
produk-produk pembiayaan koperasi simpan pinjam masih menjadi kebimbangan besar 
masyarakat Islam yang tidak mau terjebak dalam praktik riba. Oleh karena itu, untuk menjaga 
kredibilitas di mata masyarakat, KSPPS harus dapat menjalankan prinsip-prinsip operasional 
yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan 
hukum Islam terhadap produk pembiayaan KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri 
Makassar (UNM) yang dibagi dalam dua subtujuan, yaitu untuk mengungkapkan produk 
pembiayaan yang dijalankan pada KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM dan untuk mengetahui 
kedudukan produk pembiayaan KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM ditinjau dari perspektif 
hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan syar’i dan 
pendekatan yuridis formal. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Pinisi 
Sejahtera Mulia UNM menyediakan pembiayaan berbasis mudharabah, murabahah, ijarah, 
hiwalah, dan qardh. Produk-produk pembiayaan yang disalurkan kepada anggota koperasi 
sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dapat 
menjawab kebimbangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan 
lembaga keuangan syariah.  
Kata Kunci: Produk Pembiayaan, Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam 
 
Abstract 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) as a financial intermediary institution, many 
of them provide financing to their communities.The development of  KSPPS can be seen as a 
correction of existing cooperatives. Therefore, it would be necessary to study the 
implementation of the shariah requirement. The legitimacy of the products of cost-loan 
financing remains a major concern of the islamic community did not want to be trapped in the 
practice of usury. Therefore, to maintain credibility in the eyes of the public, the KSPPS 
should be able to live operating principles in accordance with sharia regulations. 
This research aims to know a review of islamic law on the financing product in the KSPPS 
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Pinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar (UNM), which was divided into two 
subgoals, which was to reveal the financing products being run in the KSPPS Pinisi Sejahtera 
Mulia UNM and to know the position of the financing product in the KSPPS Pinisi Sejahtera 
Mulia UNM  from a perspective of islamic law.  Type of this research was classified as 
qualitative with a shar'i approach and a formal juridical approach. Next, the method of datas 
collection were observation, interviews, and documentation. 
This research showed that the KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM provided financing based 
on mudharabah, murabahah, ijarah, hiwalah, and qardh. The financing products distributed 
to cooperative members were already running in accordance with the requirements and 
principles of islamic law. It can answer indecision and increase public trusted in the 
management of islamic financial institutions 
Keywords: Financing Products, Cooperatives, Savings and Loans Cooperatives 
 
A. Pendahuluan 
Larangan riba secara tegas dalam Al-Qur’an sesungguhnya melatarbelakangi lahirnya 
lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah. Riba dianggap sebagai salah satu 
unsur buruk yang dapat merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral.1 
Oleh karena itu, Al-Qur’an secara tegas melarang umat Islam memberi atau memakan 
riba. 
Kehadiran lembaga keuangan syariah  merupakan praktik ekonomi yang dilandasi nilai-
nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama. Oleh karena itu, lembaga 
keuangan syariah harus menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dan menghindari 
berbagai macam praktik transaksi yang tidak benar yang dalam istilah syariah disebut 
transaksi yang batil.2 
Asas usaha koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah berdasar pada 
konsep gotong-royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. 
Keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama 
dan proporsional.3 Pengelolaan koperasi termasuk manajemen usaha dilakukan secara 
musyawarah dalam rapat anggota. Konsep musyawarah sebagai alternatif perumusan 
kebijakan maupun penyelesaian masalah  merupakan tradisi umat Islam pada masa nabi 
 
1Muhamad, Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: UPP 
STIM YKPN, 2017), h. 99. 
2Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”,Jurnal El-Iqtishady: Jurnal Hukum 
Ekonomi Syari’ah, No. 1 (2020): h. 162-163. 
3Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, Bisnis dan Muamalah Kontemporer (Cet. I; Bogor: Al 
Azhar Freshzone Publishing, 2014), h. 16. 
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yang perlu dilestarikan sekaligus sebagai salah satu landasan syariah yang harus tetap 
ditegakkan dalam tatanan kehidupan saat ini.4 
Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerjasama melakukan usaha, maka 
dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi 
yang lebih mengutamakan modal.5 Salah satu dasarnya pula bahwa koperasi bekerja 
untuk seluruh anggota. Tanggungan serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan 
dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang lebih mengecap 
keuntungan.6 
Koperasi  syariah lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana 
yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun koperasi syariah sebagai 
usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha-usaha tersebut menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari koperasi syariah sebagai lembaga pendukung 
kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.7 Sistem dan prinsip 
koperasi syariah saat ini berkembang begitu pesat dan menjadi salah satu alternatif 
menarik bagi kalangan pelaku usaha, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia 
dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan. 
Dewasa ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa koperasi syariah sebagai bagian dari 
lembaga keuangan syariah banyak yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh beberapa 
hal, diantaranya: manajemen yang kurang baik, pengelolaan yang tidak profesional, 
tidak dipercaya masyarakat, kesulitan modal, serta faktor-faktor penyebab lainnya. 
Akibatnya, citra yang timbul di masyarakat bahwa koperasi syariah pada khususnya dan 
lembaga keuangan syariah pada umumnya kurang baik. 
Menyimak uraian di atas, tentunya bisa menjadi cerminan bagi pengelolaan lembaga 
keuangan syariah lainnya. Hal lain yang tidak kalah penting penyebab kegagalan 
pengelolaan lembaga keuangan syariah adalah adanya ambivalensi antara konsep 
 
4Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syariah”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, no. 2 (2018): h. 229. 
5Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 
2008), h. 3. 
6Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, Dinamika Koperasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.2. 
7Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis (Cet. I; 
Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 363. 
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pengelolaan lembaga keuangan syariah dengan operasionalnya di lapangan. Hal ini 
menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga 
keuangan syariah.8 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar (UNM) merupakan salah satu contoh koperasi dimana 
salah satu unit usahanya adalah simpan pinjam, dan telah banyak menyalurkan 
pembiayaan kepada para anggotanya yang didominasi oleh dosen dan pegawai 
Universitas Negeri Makassar yang membutuhkan jasa pembiayaan utamanya guna 
keperluan usaha produktif. 
Berkembangnya KSPPS yang berjalan begitu cepat selama beberapa tahun terakhir ini, 
menunjukkan bahwa koperasi konvensional yang ada selama ini belum sesuai dengan 
ketentuan syariah. Berkembangnya KSPPS ini bisa dinilai sebagai koreksi terhadap 
koperasi yang ada agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan kajian terhadap koperasi yang ada apakah sudah sesuai dengan 
ketentuan syariah. Juga apakah koreksi yang kemudian melahirkan KSPPS itu sudah 
berjalan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. 
 
B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan syar’i dan yuridis formal. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi 
Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar 
KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM dalam aplikasinya menyediakan produk-produk 
 
8Kuat Ismanto, Manajemen Syari’ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari’ah 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 233. 
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pembiayaan berupa produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan jual beli 
(murabahah) dan pembiayaan multijasa (ijarah). Koperasi juga telah menyediakan 
layanan jasa yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada anggota, khususnya bagi 
pelaku usaha yang ingin melakukan proses perpindahan pinjaman dari lembaga 
keuangan konvensional ke lembaga keuangan dengan sistem pengelolaan syariah. 
Fasilitas pinjaman tersebut disebut dengan produk pengalihan hutang (hiwalah). Lebih 
tegas, Halim menjelaskan bahwa penyaluran dana koperasi disalurkan melalui empat 
jenis produk pembiayaan, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil, pembiayaan berbasis 
jual beli, pembiayaan berbasis sewa atau jasa dan pembiayaan berbasis sosial.9 
KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM juga memberikan pinjaman sementara bagi 
anggota yang mengalami masalah-masalah yang sifatnya darurat dengan waktu yang 
terbatas. Dalam aplikasinya koperasi menyediakan produk pinjaman kebajikan (qordhul 
hasan). Selain itu, koperasi membuka bisnis sektor riil, dengan model transaksi 
menggunakan prinsip jual beli dan bagi hasil. Dalam memberikan pelayanan kepada 
anggota koperasinya, KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM senantiasa memperhatikan 
beberapa aspek, diantaranya siddiq (kejujuran), istiqamah (konsisten dengan standar 
operasional prosedur), fathonah (profesional), amanah (tanggung jawab), dan tabligh 
(transparan/akuntabel).10 
1) Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) 
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama 
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal, 
sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib).11  Keuntungan usaha 
yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentasi). Apabila koperasi sebagai 
pemberi pinjaman membebani kreditur atau peminjam untuk membayar suatu tambahan 
 
9Halim (56 tahun). Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Agustus 2019. 
10Idris Parakkasi, “Laporan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pinisi Sejahtera 
Mulia Tahun Buku Periode2018” (Laporan yang disajikan pada Rapat Anggota Tahunan di Universitas Negeri 
Makassar, 20 Maret 2019), h. 1-2. 
11Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah (Cet. 
I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 347-348. 
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tertentu pada saat pelunasan atau jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal 
transaksi dengan jumlah tertentu, maka pinjaman itu menjadi pinjaman riba.12 
Dalam konteks operasional KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM, pihak koperasi 
bertindak selaku shahibul mal. Anggota koperasi datang mengajukan pembiayaan untuk 
menjalankan usahanya, ketika pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak 
koperasi, maka secara otomatis koperasi akan bertindak sebagai shahibul mal. Pihak 
koperasi akan menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan oleh anggota untuk 
menjalankan usahanya, sedangkan anggota bertindak sebagai mudharib. Jika terdapat 
keuntungan usaha yang dijalankan, maka keuntungan itu akan dibagi berdasarkan 
nisbah yang disepakati pada saat melakukan kontrak. Jika terjadi kerugian yang bukan 
diakibatkan karena kelalaian anggota (mudharib), akan ditanggung oleh pihak koperasi. 
Halim mengakui bahwa meskipun konsep akad mudharabah ini sangat ideal bagi para 
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, namun dalam perkembangannya produk 
pembiayaan mudharabah ini kurang berkembang disebabkan ketidakmampuan anggota 
untuk membuat laporan keuangan yang transparan kepada koperasi mengenai laporan 
laba rugi usaha. Selain itu, koperasi masih sulit untuk menentukan kriteria anggota yang 
layak mendapatkan pembiayaan mudharabah ini. Oleh sebab itu, laporan keuangan 
usaha menjadi persyaratan utama bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan 
mudharabah ini.13 
2) Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) 
Murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang 
disepakati, atau merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 
keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dapat dikatakan bahwa 
akad yang terjadi murabahah ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 
contracts, karena dalam murabahah ini ditentukan berapa required rate of profit-nya 
 
12Muhammad Sabir, “Riba dalam Perspektif Hadis Nabi Saw”,Jurnal Al-Syir’ah, no. 2 (2010): h. 412-
413. 
13Halim (56 tahun). Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Agustus 2019. 
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atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari transaksi ini.14 
Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan anggota, 
bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di lembaga keuangan 
konvensional. Dalam praktek pembiayaan murabahah, anggota datang mengajukan 
pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi 
negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian 
koperasi memesan barang kepada supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan 
anggota. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik koperasi, baru kemudian terjadi 
kontrak jual beli antara anggota dan pihak koperasi. Barang dan dokumen dikirimkan 
kepada anggota, kemudian anggota melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 
Halim menjelaskan bahwa anggota koperasi awalnya cenderung kurang tertarik 
terhadap produk ini, disebabkan prosedur dan ketentuan akad yang dianggap sulit oleh 
anggota jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang secara teknis 
dapat memberikan pinjaman tunai secara langsung untuk membeli barang yang 
diinginkan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, anggota sadar bahwa sistem 
operasional yang diterapkan oleh koperasi bertujuan untuk menghindari side streaming, 
yaitu penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad.15 
Produk pembiayaan murabahah pada KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM merupakan 
produk pembiayaan yang paling banyak disalurkan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan 
karena produk tersebut lebih praktis, mudah dijalankan dan relatif lebih aman. Produk 
pembiayaan murabahah merupakan pemberi kontribusi paling besar  terhadap 
komposisi pembiayaan koperasi yang disalurkan sebesar 63%.16 
3) Pembiayaan Multijasa 
Dalam konteks koperasi syariah, konsep ijarah bisa digunakan untuk berbagai produk 
pembiayaan, baik itu trade maupun consumer product financing, serta pembiayaan 
 
14Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis (Cet. I; 
Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 43. 
15Halim (56 tahun). Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Agustus 2019. 
16Arismunandar, “Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pinisi 
Sejahtera Mulia Tahun Buku 2018” (Laporan yang disajikan pada Rapat Anggota Tahunan di Universitas Negeri 
Makassar, 20 Maret 2019), h. 6. 
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perumahan atau properti anggota koperasi. Beberapa produk pembiayaan yang populer 
dengan menggunakan konsep ijarah termasuk untuk biaya pendidikan atau uang kuliah, 
pengobatan, penelitian, bahkan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 
anggota koperasi. Pihak KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM merasa perlu untuk 
mengakomodir kebutuhan itu dalam rangka membantu anggota koperasi guna 
melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan.17 
Menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan 
hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri.  Secara harfiah, ijarah merupakan akad sewa menyewa barang antara pihak 
lembaga keuangan syariah (muajjir) dengan pihak nasabah (musta’jir), setelah masa 
sewa berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada muajjir.18 
4) Pembiayaan Hiwalah 
Dalam perniagaan, terkadang pembayaran atas suatu transaksi tidak dilakukan secara 
tunai, namun dengan adanya tempo waktu tertentu. Disisi lain, pihak yang melakukan 
penjualan/pengiriman barang membutuhkan uang tunai dengan segera, guna memutar 
dan menjalankan perniagaan kembali. Peluang ini dapat dibaca oleh pihak lembaga 
keuangan syariah dengan menawarkan jasa factoring/anjak piutang, yakni nasabah yang 
memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada lembaga 
keuangan syariah, pihak lembaga keuangan syariah lalu membayar piutang tersebut, dan 
selanjutnya lembaga keuangan syariah akan menagih kepada pihak ketiga. 
Melihat praktik tersebut, factoring identik dengan konsep hiwalah dalam term fiqh. 
Secara linguistik, hiwalah berarti memindahkan, perpindahan. Secara istilah, hiwalah 
adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib 
menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang 
dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang 
 
17Halim (56 tahun). Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Agustus 2019. 
18Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah (Cet. 
I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 373. 
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berkewajiban membayar utang.19 
Dalam operasional KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM, praktik hiwalah yang paling 
populer adalah praktik hiwalah kontemporer (take over), yaitu akad pemindahan 
piutang anggota koperasi (muhil) dari bank atau lembaga keuangan konvensional 
(muhal) kepada koperasi syariah (muhal ‘alaih). Hiwalah terjadi ketika anggota 
koperasi (muhil) meminta pihak koperasi (muhal ‘alaih) untuk membayarkan terlebih 
dahulu utangnya kepada bank atau lembaga keuangan konvensional. Pihak koperasi 
syariah (muhal ‘alaih) akan memperoleh imbalan (fee) sebagai jasa pemindahan piutang 
ini. 
Halim menjelaskan bahwa produk ini untuk menolong anggota agar tidak terjerat dalam 
praktik lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Dalam 
praktiknya,koperasi harus meminta keterangan secara menyeluruh kepada lembaga 
keuangan sebelumnya terkait besaran pinjaman yang menunggak. Selain itu, koperasi 
juga dapat memberikan pelayanan kepada anggota yang terjerat kartu kredit dengan 
sistem bunga berbunga. Anggota dapat mengajukan kepada koperasi untuk pelunasan 
kreditnya.20 
5) Pembiayaan Kebajikan 
Sekalipun lembaga keuangan syariah pada hakekatnya adalah institusi bisnis komersial, 
namun mereka tidak dapat melupakan peran sosialnya dalam membantu kelompok dari 
masyarakat muslim yang menderita secara ekonomi. Dalam hal ini, lembaga keuangan 
syariah disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga 
sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana 
peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah 
penyaluran dana melalui prinsip al-qardh. 
Pembiayaan kebajikan (qardh) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih Salaf ash Shalih, qardh 
dikategorikan dalam aqd tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan 
 
19Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, h. 
407. 
20Halim (56 tahun). Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Agustus 2019. 
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transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah 
tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya 
kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga 
keuangan syariah dan nasabah.21 Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan 
namun tidak diperbolehkan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.22  
Dalam operasional KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM, akad qiradh diterapkan 
sebagai produk pelengkap kepada anggota yang telah terbukti loyalitas dan 
bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif 
pendek. Anggota tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang 
dipinjamkannya itu. Selain itu, akad ini merupakan fasilitas bagi anggota yang 
memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karenanya, misalnya 
tersimpan dalam bentuk deposito. Akad ini juga sebagai produk untuk menyumbang 
usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus 
ini telah dikenal produk khusus yaitu qardhul hasan. 
 
2. Kedudukan Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah Pinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar ditinjau dari 
Perspektif Hukum Islam 
a. Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) 
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia 
UNM kepada anggota koperasinya yang bertujuan untuk modal kerja usaha produktif 
dan halal. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dengan expected nisbah setara 
0,88% flat perbulan dan jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan proyek 
(maksimal 48 bulan). Angsuran anggota berupa modal pokok ditambah dengan 
pendapatan bagi hasil sesuai nisbah.  
Lebih tegas Halim menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah ini merupakan 
pembiayaan yang sangat ideal untuk pelaku usaha, karena pelaku usaha hanya perlu 
 
21Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis (Cet. I; 
Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 58. 
22Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, h. 
469. 
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membayar angsuran perbulan terlebih dahulu dari hasil usahanya. Sedangkan, pinjaman 
pokok boleh dibayarkan kemudian setelah jatuh tempo. Bahkan pinjaman pokoknya 
dapat diperpanjang lagi saat anggota masih belum memiliki kemampuan bayar pada saat 
jatuh tempo.23 
Hal ini tentunya sangat membantu pelaku usaha dibandingkan produk pembiayaan lain, 
dimana jika pada produk pembiayaan yang lain anggota koperasi harus membayar biaya 
atau pinjaman pokok ditambah dengan margin koperasi, sedangkan pada pembiayaan 
mudharabah didasarkan pada pendapatan bagi hasil dan pinjaman pokok dapat 
dibayarkan pada saat jatuh tempo.  Sistem operasional pembiayaan Mudharabah ini 
mengacu pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI-/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Mudharabah (Qiradh). 
b. Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) 
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia 
kepada anggota koperasi untuk memfasilitasi pembelian barang kebutuhan anggota 
yang tidak bertentangan dengan syariah. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. 
Anggota koperasi dapat mengajukan pembiayaan dengan plafond maksimum sebesar 
Rp. 200,000,000.-. koperasi menetapkan margin keuntungan sebesar 0,88% flat 
perbulan dari harga pokok barang yang dapat dibayarkan dengan jangka waktu 
maksimal 60 bulan. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ini berasal dari 
dana koperasi, dan atau dana investasi pihak lain. 
Halim menjelaskan bahwa pada pembiayaan murabahah ini, anggota dapat 
menyetorkan uang muka dan angsuran yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi 
berupa harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan.  Untuk pembayaran 
hutang anggota dapat dibayarkan sekaligus secara tunai atau dapat diangsur sesuai 
kesepakatan. Dalam aplikasinya, koperasi juga melakukan analisis terhadap kemampuan 
bayar anggota ketika mengajukan pembiayaan ini.24 
Landasan Islam dari pembiayaan murabahah ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2 :275. 
 
23Halim (56 tahun). Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Agustus 2019. 
24Halim (56 tahun). Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Agustus 2019. 
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Dalam ayat tersebut, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, 
serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli 
murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk 
dioperasionalkan dalam praktek pembiayaan koperasi syariah karena ia merupakan 
salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. 
c. Pembiayaan Multijasa 
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi untuk 
membiayai manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh. Akad yang 
digunakan adalah akad ijarah. Anggota koperasi dapat mengajukan pembiayaan dengan 
plafond maksimum sebesar Rp. 200,000,000.-. koperasi menetapkan fee koperasi 
sebesar 0,88% flat perbulan dari nilai jasa yang dapat dibayarkan dengan jangka waktu 
maksimal 60 bulan. 
Pada pembiayaan multijasa ini, angsuran yang harus dibayarkan anggota kepada 
koperasi berupa pinjaman pokok ditambah dengan fee koperasi dari nilai jasa. Dalam 
aplikasinya, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ini berasal dari dana 
koperasi, dan atau dana investasi pihak lain. Landasan Islam dari pembiayaan 
murabahah ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2 :233 dan mengacu pada fatwa yang 
dikeluarkan oleh DSN MUI dengan Fatwa Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000. 
d. Pembiayaan Hiwalah 
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi untuk 
pengambilalihan kewajiban anggota kepada pihak lain dengan pembayaran tangguh. 
Akad yang digunakan adalah akad hiwalah. Anggota KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia 
UNM dapat mengajukan pembiayaan dengan plafond maksimum sebesar Rp. 
200,000,000.-. Koperasi menetapkan cover resiko sebesar 0,88% flat perbulan dari 
transaksi yang dapat dibayarkan dengan jangka waktu maksimal 60 bulan. Sistem 
operasional pembiayaan hiwalah pada KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM merujuk 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional  No. 12/DSN-MUI/IV/2000. 
e. Pembiayaan Kebajikan  
1) Pembiayaan Qardh 
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota KSPPS Pinisi 
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Sejahtera Mulia UNM untuk kebutuhan mendesak atau darurat tanpa disertai imbalan 
dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam 
jangka waktu tertentu. Akad yang adalah akad qard. Anggota koperasi dapat 
mengajukan pembiayaan dengan plafond maksimum Rp. 2,000,000.- yang dapat 
dibayarkan dengan jangka waktu maksimal 3 bulan. 
Pada pembiayaan qard ini, angsuran yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi 
hanya berupa pokok pinjaman. Dalam aplikasinya, sumber dana yang digunakan dalam 
pembiayaan ini berasal dari dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS).  
2) Qardhul Hasan 
Pembiayaan ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan kepada anggota 
koperasi atau masyarakat yang dianggap dhuafa yang membutuhkan tanpa disertai 
imbalan. Akad yang digunakan adalah akad qardul hasan.  Anggota koperasi dapat 
menerima pembiayaan dengan plafond sesuai kebijakan koperasi. Dalam aplikasinya, 
sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ini berasal dari dana Zakat, Infaq, 
Sedekah (ZIS). Sistem operasional pembiayaan qardh pada KSPPS Pinisi Sejahtera 
Mulia UNM merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional  No. 19/DSN-MUI/IV/2001. 
Halim sebagai Manajer Koperasi menjelaskan bahwa Qardhul hasan adalah dana yang 
tidak diharapkan pengembaliannya. Pembiayaan ini biasanya disalurkan kepada 
mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah yang sumber dananya bukan berasal 
dari usaha koperasi, melainkan berasal dari ZIS. Oleh karena itu, dana ini tidak harap 





KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM berperan sebagai suatu lembaga intermediasi 
keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana 
tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk produk pembiayaan. 
 
25Halim (56 tahun). Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia 
Universitas Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Agustus 2019. 
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KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM menyediakan pembiayaan kepada anggota koperasi 
berbasis bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berbasis jual beli (murabahah), 
pembiayaan berbasis sewa atau jasa (ijarah), pembiayaan berbasis piutang (hiwalah), 
dan pembiayaan kebajikan (qardh). 
Produk-produk pembiayaan yang disalurkan kepada anggota oleh KSPPS Pinisi 
Sejahtera Mulia UNM sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip 
hukum Islam . Keabsahan produk-produk pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS 
Pinisi Sejahtera Mulia UNM menjawab kebimbangan besar masyarakat Islam yang tidak 
ingin terjebak ke dalam praktik riba. 
 
2. Saran 
Pengurus KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM disarankan untuk terus meningkatkan 
kesadaran civitas akademika UNM untuk menjadi anggota koperasi sebagai alternatif 
pembiayaan yang telah dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengurus dan 
pengelola KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia UNM disarankan mampu menjawab kebutuhan 
anggota koperasi secara kontinu agar meningkatkan loyalitas terhadap koperasi. 
Selanjutnya, masyarakat disarankan meningkatkan literasi keuangan dan memahami 
secara menyeluruh akad atau perjanjian untuk menghindari terjebak dalam praktik riba. 
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